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I. Kesimpulan 

BABV 

PE1'nJTlW 

a. Pers merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai 

pengamalan Pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-lindang Oasar 1945. Demi 

mclindungi hak asasi dari seorang lersangka dalam sualu perkara pidana, 

maka asas praduga lak bersalah harus dijllnjllng tinggi dan dihonnati . 

b. Pemberitaan olch pers memual suatu berita yang berkaitan dengan Asas 

Praduga Tak l:3ersalah dan Trial l:3y The Press, dalam memuat suatu berita 

dapat menempatkan diri dengan sebaik-baiknya agar berita tersebut tidak 

merugikan kedudllkan atau posisi tersangka di pengadilan sena hakim dalam 

memutus suatu perkara pidana bebas dari segala pengaruhnya. 

c. Unlllk menentllkan terjadinya delik pers atau tidak adalah apabila perbuatan 

(mcnyiarkan bcrila ) lerseblll telah melanggar suatu ketentuan hukum pi dana 

ditentukan setelah perbuatan itu dipublikasikan dan perbuatan pidana telah 

selesai setelah di pub I ikasikan. 
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